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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keuangan berada dalam lingkup pemerintah sebagai wilayah 

kewenangannya. Presiden pada akhirnya bertanggung jawab mengawasi 

pengelolaan keuangan negara. Namun, presiden melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada pemerintah daerah yang membawahi beberapa pemerintah 

daerah. Perlu adanya mobilisasi modal dalam bentuk uang tunai yang disediakan 

oleh pemerintah pusat agar kegiatan dapat terlaksana di daerah.  

 Kepala daerah wajib mengelola keuangan daerah sesuai dengan hak dan 

kewajiban yang ada pada perannya sebagai pemimpin daerah, sesuai dengan 

peraturan pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan ini. Oleh 

karena itu, peraturan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

daerah yang berkaitan dan menyatu dengan peraturan yang mengatur pemerintahan 

daerah.     

 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun 

sebagai dampak langsung dari reformasi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian 

dari proses pengelolaan keuangan negara. Selain perlu dikelola sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, keuangan negara juga harus dikelola dengan prinsip 

efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas. Tanggung jawab 

pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD berubah dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, 



 

 
 

sehingga pemerintah daerah wajib melaksanakan otonomi daerah, daerah diberi 

kesempatan untuk lebih mandiri dan aktif dalam menjalankan pemerintahan dengan 

mengutamakan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif untuk mencapai visi 

dan misi daerah (Wijaya, 2017).  

 Otonomi ini memungkinkan daerah secara keseluruhan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkannya sendiri. Berkat otonomi tersebut, setiap daerah kini 

dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara lebih dinamis dan mandiri. 

Pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan 

keuangan perlu mempunyai praktik pengelolaan keuangan yang berhasil agar 

pemerintah atau lembaga tersebut berhasil dalam upaya pengelolaan keuangannya. 

Apabila pengelolaan keuangan daerah yang telah direncanakan benar-benar dapat 

tercapai dan terlaksana, maka tujuan tersebut dapat dikatakan berhasil dikelola. 

 Adanya penekanan pada penerapan tata kelola sumber daya negara yang 

efektif, dan baik di tingkat nasional maupun daerah akan mewujudkan tercapainya 

keseimbangan anggaran. Oleh karena itu, agar pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah daerah perlu menemukan 

strategi untuk memaksimalkan sumber daya keuangan mereka dengan cara 

ekonomis dan efisien. Cara memilih dan menggunakan sumber daya yang telah 

ditentukan jumlah dan kualitasnya dengan biaya yang paling hemat adalah hal yang 

berkaitan dengan ekonomi. 

 Guna bertanggung jawab atas pengunaan dana publik, pemerintah darah 

perlu memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan cara yang ekonomis, 



 

 
 

efisien, dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

menyangkut tentang pemilihan dan pemanfaatan sumber daya dalam kuantitas dan 

kualitas tertentu dengan harga serendah mungkin dengan memaksimalkan 

kekayaan sekaligus meminimalkan pengeluaran. Ketika penggunaan sumber daya 

publik dioptimalkan, produk akhir harus memiliki kualitas dan nilai terbaik. Ketika 

berbicara tentang menjadi efektif, yang dimaksud adalah memastikan bahwa 

penggunaan anggaran membawa ke tujuan yang diinginkan sehingga sasaran dan 

tujuan kepentingan publik tercapai.  

 Sari dan Kautsar (2020) mengatakan bahwa lebih dari setengah jumlah 

provinsi di Indonesia belim memiliki tingkat pengelolaan keuangan yang baik. Hal 

ini disebabkan anggaran daerah, terutama belanja daerah, belum mampu berfungsi 

sebagai alat yang efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah. 

Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan APBD dalam mejalankan tugasnya secara 

efisien.  

 Akibat buruknya kualitas perencanaan anggaran daerah, masih banyak 

permasalahan dimana alokasi yang tidak memenuhi skala priotitas, tidak 

memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Hal ini menyebabkan sejumlah besar uang terbuang sebagai 

konsekuensinya. Karena kurangnya kualitas perencanaan anggaran daerah, 

pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah secara 

berkelanjutan dan produktif. Sementara itu, pengeluaran daerah terus memperbesar 

fiscal gap. Underfinancing atau overfinancing akan terjadi akibat keadaan ini, yang 



 

 
 

kemudian tingkat perekonomian, efisiensi, dan efektivitas unit kerja pemerintah 

daerah akan dipengaruhi oleh hal tersebut. 

 Penerapan efektivitas sangatlah penting karena ketika melakukan suatu 

kegiatan atau aktivitas, sangat penting untuk melakukannya dengan standar yang 

tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran 

seberapa berhasil suatu tindakan, yang ditentukan oleh seberapa besar usaha yang 

dikeluarkan dan seberapa sesuai hasilnya dengan yang diharapkan, maka semakin 

efektif suatu aktivitas/kegiatan. 

 Kinerja suatu organisasi dapat dievaluasi berdasarkan laporan yang 

menunjukkan seberapa dekat organisasi tersebut dalam memenuhi tujuan 

anggarannya. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi tidak hanya seberapa 

efektif dan efisien pengelolaan keuangan organisasi, namun juga seberapa baik 

kinerja organisasi secara keseluruhan.  

 Jumlah yang sebenarnya dibelanjakan selama periode pelaporan 

dibandingkan dalam laporan ini dengan jumlah yang dianggarkan untuk 

pengeluaran tersebut pada periode waktu yang sama. Laporan realisasi anggaran 

menampilkan laporan secara komparatif untuk memberikan informasi yang 

berguna untuk menghitung sumber daya keuangan yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan pemerintah di periode berikutnya. 

 APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh PEMDA di 

Indonesia. Rencana ini dibahas dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD, kemudian diformulasikan ke dalam Peraturan Daerah (PERDA). Uraian 



 

 
 

mengenai hak dan kewajiban kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk uang, dituangkan dalam APBD. Ini terdiri dari kekayaan 

yang telah dihitung selama satu tahun dan terikat dengan hak dan kewajiban. 

Menurut (Mardiasmo, 2010), anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat 

menjadi gambaran kinerja dan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai dan 

melaksanakan administrasi pemerintahan serta melaksanakan pembangunan di 

daerahnya masing-masing dengan tetap berada dalam batasan anggaran daerah 

tersebut.  

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah komponen utama 

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan 

pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan 

daerah, terutama dalam perencanaan APBD.  

 Pengelolaan APBD yang baik harus mengutamakan kepentingan publik. 

Sehingga dana yang dialokasikan dan direalisasikan untuk program dan berbagai 

kegiatan yang dibiayai akan bermanfaat dan mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan publik serta harapan publik atau pelayanan pemerintah yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memastikan 

bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui perolehan keuangan dan distribusi 

dana tersebut ke berbagai kegiatan dan program yang menerima pendanaan. 

 Saat ini, APBD tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan, 

tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan utama negara dalam hal 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desentralisasi di indonesia 



 

 
 

telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai pengelola daerah, 

termasuk pemerintahan dan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu 

menjalankan peran pemerintahan yang efektif untuk mencapai kinerja yang baik 

dan hasil yang diinginkan. 

 Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan perangkat daerah dengan 

tipelogi A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Misi 

dan fungsi utama Dinas Kesehatan adalah mewujudkan Bandung kota sehat yang 

mandiri dan berkeadilan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang 

paripurna, merata bermutu, dan terjangkau, mewujudkan pembangunan 

berwawasan kesehatan dan menggerakkan masyarakat berperilaku hidup sehat, 

meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan. 

 Dinas Kesehatan Kota Bandung berkomitmen untuk mewujudkan Bandung 

kota sehat yang mandiri dan berkeadilan. Meskipun alokasi anggaran untuk 

masyarakat Kota Bandung cukup besar, penulis mengidentifikasi adanya kendala 

dalam efektivitas pengelolaan anggaran oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, yakni 

mengenai realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%. Data dibawah ini sebagai 

bukti bahwa pengelolaan anggaran belum efektif.  

 

 

 

 



 

 
 

TABEL 1.1 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022 

No  Sasaran/IKU  Anggaran Realisasi % 

I Meningkatnya 

Kualitas 

Lingkungan 

Sehat, Budaya 

Sehat, dan Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan 

1,690,439,779,425.00 1,414,482,184,040.50 83.68 

1  Angka Kematian 

Ibu (Konversi) 

378,632,352,005.00 345,783,893,552.00 91.32 

2 Angka Kematian 

Bayi (Konversi) 

3 Cakupan Rumah 

Sehat 

1,634,960,443.00 1,169,592,081.00 71.54 

4 Indeks Keluarga 

Sehat 

2,165,841,224.00 1,580,190,163.00 72.96 

5 Persentase Balita 

Gizi Buruk 

3,444,106,635.00 2,783,497,618.00 80.82 

6 Cakupan 

Pengendalian 

Penyakit Menular 

dan Penyakit Tidak 

Menular 

11,242,857,606.00 6,110,387,044.00 54.35 

7 Indeks Pelayanan 

Publik Dinas 

Kesehatan 

Kategori Baik 

1,293,319,661,512.00 1,057,054,623,582.50 81.73 

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022 

 Berdasarkan data tabel yang disajikan, terlihat bahwa realisasi anggaran 

pada tahun 2022 mencapai 83,68 persen dengan sisa anggaran sebesar 16,32 persen. 

Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran oleh Dinas Kesahatan Kota 

Bandung belum efektif, mengingat output yang dihasilkan dalam Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Tahun 2022 tidak memenuhi target kinerja yang diharapkan. 

Adanya program yang kurang efektif bahkan presentasenya 54,35 persen, sehingga 

dapat menimbulkan persepsi mengenai kurangnya efektivitas dalam mengelola 



 

 
 

keuangan. Selain itu juga terdapat kendala seperti, belum optimalnya perencanaan 

anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bandung.  

 Pengelolaan Keuangan Daerah harus tertib dan mengikuti Undang-Undang 

yang berlaku, sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Pelaksanaannya harus 

didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang didasarkan 

pada asas adil dan patut sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam hal ini, Agar pelaksanaannya pada APBD baik, Pemerintah Daerah harus 

memiliki sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 

1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat 

Efektivitas ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Diatas 100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

80%-90% Cukup Efektif 

60%-80% Kurang Efektif 

Dibawah 60% Tidak Efektif 

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri 690.900-327 Tahun 1996 

 Ketentuan anggaran meliputi anggaran dasar rencana kerja pembangunan, 

serta anggaran bagian dari perencanaan anggaran operasional dan alokasi sumber 

daya. Alokasi ketentuan daerah adalah ketentuan daerah yang mengatur standar dan 

prinsip pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. 



 

 
 

Pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel diperlukan untuk mendorong pemberdayaan dan desentralisasi yang luas. 

Pemerintah daerah harus mengelola anggaran dengan lebih baik untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik. Namun, Dari observasi penulis, terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kota 

Bandung belum efektif dalam merealisasikan anggarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengelolaan keuangan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung masih belum efektif, hal ini diduga karena belum 

terpenuhinya lima indikator efektivitas menurut Steers dalam Sutrisno (2010). 

Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, hal ini dapat dilihat pada indikator 

ketepatan sasaran yang masih belum tercapai yang dimana indikator ini adalah 

indikator krusial. Pada indeks keluarga sehat yang tidak mencapai target. Dimana 

target yang diharapkan adalah 0.2 persen dengan realisasi yang hanya mencapai 

0.175 persen yang berarti presentase pencapaian hanya mencapai 87.5 persen. 

Berdasarkan hal tersebut menarik penulis untuk meneliti lebih dalam untuk 

mengetahui penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Untuk itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022” 

 

 



 

 
 

B. Perumusan Masalah 

 Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman program dalam efektivitas pengelolaan keuangan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022? 

2. Bagaimana ketepatan sasaran dalam efektivitas pengelolaan keuangan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022? 

3. Bagaimana ketepatan waktu dalam efektivitas penngelolaan keuangan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022? 

4. Bagaimana tercapainya tujuan dalam efektivitas pengelolaan keuangan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022? 

5. Bagaimana perubahan nyata dalam efektivitas pengelolaan keuangan Dinas 

Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman program dalam efektivitas pengelolaan 

keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022. 

2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam efektivitas pengelolaan keuangan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022. 

3. Untuk mengetahui ketepatan waktu dalam efektivitas pengelolaan keuangan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022. 



 

 
 

4. Untuk mengetahui tercapainya tujuan dalam efektivitas pengelolaan keuangan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022. 

5. Untuk mengetahui perubahan nyata dalam efektivitas pengelolaan keuangan 

Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan analisis pengelolaan 

keuangan di bidang administrasi publik, khususnya di bidang keuangan publik. 

2. Secara praktis, Temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian masalah analisis 

pengelolaan keuangan daerah. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua aktivitas yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, akuntabilitas, dan 

evaluasi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan 

efektif agar penggunaan anggaran membawa ke tujuan yang diinginkan sehingga 

sasaran dan tujuan kepentingan publik tercapai. Menurut Steers dalam Sutrisno 

(2010) terdapat lima indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu: (1) pemahaman 

program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) tercapainya tujuan, (5) 

perubahan nyata. 

 Literatur ini menekankan pada indikator-indikator pengukuran efektivitas 

yang dikemukakan oleh Steers dalam Sutrisno. Pengukuran tersebut dianalisis 

untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan yang 



 

 
 

dilaksanakan, apakah tujuan yang menjadikan masyarakat sebagai prioritas telah 

tercapai, serta bagaimana akibat manajemen keuangan yang telah dilaksanakan 

terhadap kesejahteraan masyarakat.  

 Paradigma dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

   Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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Efektivitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Efektivitas  

PERDA Kota Bandung NO. 7 

Tahun 2015 

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010) untuk 

mengukur efekrivitas terdapat 5 indikator 

yaitu: 

1. Pemahaman program 

2. Ketepatan sasaran 

3. Ketepatan waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

Mengetahui efektivitas pengelolaan 

keuangan Dinas Kesehatan Kota 

Bandung pada tahun 2022 



 

 
 

F. Proposisi Penelitian 

 

 Proposisi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kalimat pertanyaan 

yang memiliki arti penuh dan utuh, yang berarti suatu kalimat harus dapat 

dipercaya, disangka, disangsikan atau dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain, 

proposisi adalah penyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau 

salahnya.  

 Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan pada uraian 

sebelumnya, maka peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut: 

1. Pemahaman program dinilai berjalan cukup baik. 

2. Ketepatan Sasaran di Dinas Kesehatan Kota Bandung belum berjalan baik, 

hal ini dilihat dari indeks yang tidak tercapai merupakan indeks yang 

krusial. 

3. Ketepatan Waktu di Dinas Kesehatan Kota Bandung berjalan baik. 

4. Tercapainya Tujuan di Dinas Kesehatan Kota Bandung dinilai baik. 

5. Perubahan Nyata di Dinas Kesehatan Kota Bandung berjalan baik. 

 

 

 

 

 


